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Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah : (1) . Bagaimana pertimbangan penegak hukum untuk menetapkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba ? dan (2) Apa yang menjadi kendala-kandala yang dihadapi penegak hukum dalam upaya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang pertimbangan penegak hukum untuk menetapkan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba dan kendala-kandala yang dihadapi penegak hukum dalam upaya rehabilitasi korban penyalahguna narkoba dan penanggulangannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri  dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian tesis, utamanya yang mengatur tentang pertimbangan penegak hukum untuk menetapkan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba dan kendala-kandala yang dihadapi penegak hukum dalam upaya rehabilitasi korban penyalahguna narkoba dan penanggulangannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Pelaksanaan pidana rehabilitasi sebagai implementasi pembaharuan pidana bagi pengguna narkotika dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa : “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.
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